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P U T U S A N 

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Bdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA BADUNG 

 
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat 

pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang 

disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik antara: 

PEMOHON, kewarganegaraan Indonesia, umur 58 tahun, agama Islam, 

pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat 

kediaman di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, 

MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT 

EMAIL SUNARDISARBINI@GMAIL.COM, sebagai Pemohon; 

melawan 

TERMOHON, kewarganegaraan Indonesia, umur 60 tahun, agama Islam, 

pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat 

kediaman di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, 

MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT 

EMAIL AMALIANADITA67@GMAIL.COM, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Juli 2024 telah 

mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar secara elektronik melalui 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register 

perkara Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 04 Juli 2024, yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan 

dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, 

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada hari Minggu, tanggal 05 

September 1993, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 

461/27/IX/1993 tertanggal 11 September 1993 yang dikeluarkan oleh 

Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bagor, 

Provinsi Jawa Barat; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Tergugat tinggal bersama di Nusa 

Dua selama 2 tahun kemudian pindah di xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 

xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx x xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, 

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx yang telah 

berlangsung selama sekira 29 (dua puluh sembilan) tahun dan menjadi 

tempat tinggal bersama terakhir; 

3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana 

layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak yang bernama: 

- Aulia Septiyaningrum binti Sunardi, perempuan, lahir di Badung, 

tanggal 10 September 1998; 

- Amalia Solichah Nadita binti Sunardi, perempuan, lahir di Badung, 

tanggal 04 Mei 2000; ; 

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan 

Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah 

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 

a. Termohon menuduh Pemohon terlilit utang, akan tetapi utang tersebut 

dapat diatasi oleh Pemohon; 

b. Termohon merasa jika Pemohon tidak pernah memberikan nafkah 

lahir kepada Termohon yang senyatanya Pemohon dan Termohon 

mempunyai usaha bersama di rumah yang hasilnya dinikmati bersama 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Bdg 
 

antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa sudah 

memberikan nafkah lahir kepada Termohon; 

c. Pemohon dituduh Termohon menjual emas namun Pemohon hanya 

menggadaikannya dan sudah tertebus lunas; 

d. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan beberapa wanita 

lain, dan itu hanyalah tuduhan yang mengada-ada, sejatinya hingga 

saat ini Pemohon tidak pernah selingkuh dengan wanita lain; 

5. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023, Pemohon pergi 

meninggalkan kediaman bersama yang diawali antara Pemohon dan 

Termohon terjadi pertengkaran, sehingga sejak saat itu juga antara 

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yang hingga saat ini sudah 

berlangsung sekira 6 (enam) bulan tanpa ada nafkah lahir dan batin; 

6. Bahwa pada bulan Februari 2024, Pemohon telah menjatuhkan talak 

kepada Termohon atas permintaan dari Termohon; 

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Pemohon sudah melibatkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon 

untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil 

karena Pemohon dan Termohon sama-sama pada pendiriannya untuk 

berpisah; 

8. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon 

diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung; 9.Bahwa 

Pemohon sanggup membayar biaya perkara; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,  maka Pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

PRIMER : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama Badung; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. SUBSIDER .Atau apabila Majelis Hakim 

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / 

Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui email dan surat tercatat ke 

alamat tempat tinggal Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon 

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan 

ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka 

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon; 

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup 

rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak 

berhasil  

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang 

tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang 

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah 

hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak 

dapat didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A.  Bukti Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 

510305250505660003, tanggal 15 Oktober 2021, yang dikeluarkan  

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. 

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi 

tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1). 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 

461/27/IX/1993 tanggal 11 September 1993, yang dikeluarkan oleh 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Bukti surat tersebut 

telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, 

kemudian diberi kode bukti (P.2); 

B.  Bukti Saksi 

1.  SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, 

bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, di bawah sumpah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan 

dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;   

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah 

pasangan suami istri; 

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perumahan Puri 

Jimbaran; 

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak; 

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak 

sekitar tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena 

ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali pertengkaran dan 

perselisihan antara Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang 

dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 

pisah rumah kediaman bersama kurang lebih 7 bulan sampai 

dengan sekarang;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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-   Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;   

2.  SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxxxxx, bertempat 

tinggal di KABUPATEN DENPASAR, di bawah sumpah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;   

 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah 

pasangan suami isteri; 

 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jimbaran; 

 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon 

telah dikarunia 2 (dua) orang anak; 

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran sejak sekitar tahun 2015 yang mengakibatkan antara 

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama 

sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang; 

 Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuduh 

Pemohon selingkuh dengan perempuan lain; 

 Bahwa, saksi sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan 

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;  

      Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan 

menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan apapun lagi; 

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan sanggup 

memberikan kepada Termohon mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(Tiga juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 

(enam juta rupiah); 

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap 

pada permohonan dan kesanggupannya dan mohon putusan yang mengabulkan 

tuntutan Pemohon;  

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Hakim Tunggal 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim 

Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk 

melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal; 

Persidangan Elektronik 

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui 

aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik 

sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan 

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di 

Pengadilan Secara Elektronik; 

Kewenangan Mengadili 

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah 

mengenai Cerai Talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang 

perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan 

absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara 

tersebut; 

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat 

disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Talak yang diajukan 

oleh Pemohon yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung 

yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; 

Kehadiran para Pihak 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon 

telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / 

Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat 

tempat tinggal Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan 

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;  

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut 

bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu permohonan cerai Pemohon 

tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek; 

Upaya Damai 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam 

persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai 

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 

Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya 

secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun 

dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 

4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk 

sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan 

membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon 

mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 

sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

mengakibatkan sejak bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah 

rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah 

tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang 

baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Pemohon ingin bercerai 

dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, 

maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan 

Pemohon; 

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk 

diperiksa lebih lanjut; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena 

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan 

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Disclaimer
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan 

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 

yaitu pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses 

pembuktian, oleh karena itu Hakim Tunggal membebankan Pemohon untuk 

membuktikan dalil-dalil permohonannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH 

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya 

telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) 

orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah; 

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon 

berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk 

itu dan bukti tersebut telah dinazegelen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 

huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh 

karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang 

aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 

bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, 

tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status 

perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1, telah terbukti 

tentang identitas Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di 

wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk 

mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangkan 

sebelumnya tentang kewenangan mengadili; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya 

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan 
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aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah 

melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 September 1993, yang dicatat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Cibinong Kabupaten 

Bogor Provinsi Jawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan 

Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga 

Pemohon sebagai persona standi in judicio telah mempunyai legal standing 

dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk 

bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu 

Maryono bin Tamiarja dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan 

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon 

masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk 

yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 

172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah 

memenuhi syarat formil sebagai saksi; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah 

tangga Pemohon dan Termohon, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau 

didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga 

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima 

sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau 

orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu 

mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat 
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dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah 

memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung  

menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang atas nafkah 

yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh 

dengan perempuan lain, yang mengakibatkan sejak  Desember tahun 2023 

Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, 

sejak pisah rumah antara  Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi 

dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan 

Termohon namun tidak berhasil; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1, dan P.2 serta 

keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti dan menjadi fakta hukum 

sebagai berikut:  

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman 

bersama di Jimbaran; 

 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan 

telah dikarunia dua orang anak; 

  Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa 

kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon 

menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain; 

  Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon 

dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama sejak 

Desember 2023 sampai sekarang  

  Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama Pemohon dan 

Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik; 
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  Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah 

berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah 

tangga dengan Termohon namun tidak berhasil; 

Petitum Perceraian 

   Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas 

Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut: 

   Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, 

mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak 

akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara 

Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan 

rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon 

telah pisah rumah tempat tinggal bersama dan telah ada upaya mendamaikan 

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi 

rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan 

memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan 

keluarga kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Tunggal 

berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak 

harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan 

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk 

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga 

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan 

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil 

alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut  

درء المفــــــاسد مقدم على جلب المصـــــالح   

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan 

kemaslahatan”. 

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil yang 

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi : 
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 Artinya:  “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227); 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahakamah 

Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi 

hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah 

tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai 

telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi 

hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini 

semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan 

siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;   

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar 

Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana 

tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang 

menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) 

antara lain : 

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil 

- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri 

- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan 

kewajiban sebagai suami istri; 

- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal perlu mengemukakan 

ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang 

mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan 

memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan 
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alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika 

terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah 

tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;  

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin 

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan 

sidang Pengadilan Agama Badung;  

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan 

oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada 

saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama 

sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim 

Tunggal  akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak  di 

depan  sidang  Pengadilan Agama Badung dan  pada  waktu  yang  akan 

ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini 

sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009; 

Mut’ah dan Nafkah Iddah 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah 

dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena 

talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban 

yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa mut‟ah 

dan nafkah „iddah; 

Menimbang, bahwa mut’ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) 

bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika 

antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (qobla 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Bdg 
 

ad-dukhul), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal 

tersebut setara dengan pemberian mahar (mas kawin) ketika melaksanakan 

akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat 

Al-Baqarah ayat 236 : 

ةًَََلاَ َفارِيضا َلاهُهَّ َتافْرِضُىا َأاوْ سُّىهُهَّ َتاما َلامْ ا َما َالنِّسااءا لَّقْتمُُ َطا َإِنْ لايْكُمْ َعا جُنااحا

َعالاىَ قًّا َحا عْرُوفِ َباِلْما تااعًا َما َقادارُهُ َالْمُقْترِِ عالاى َوا َقادارُهُ َالْمُىسِعِ َعالاى تعِّىُهُهَّ ما وا

 الْمُحْسِنِيهاَ
Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan 
dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan 
hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. 
orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 
menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. 
yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan.” 

 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan permohonan 

cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, berdasarkan 

kesanggupan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon 

sanggup memberikan mut‟ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 

3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), maka Hakim tunggal menghukum Pemohon 

untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 

3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) ; 

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan mut'ah kepada 

Termohon, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan 

bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa ‘iddah 

(masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima 

pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas 

suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut 

selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah ‘iddah tersebut dimaksudkan sebagai 

imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa ‘iddah sepanjang Termohon 

tidak nusyuz (membangkang); 

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon 

berbuat nusyuz terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk 

istri yang nusyuz maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 
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152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari 

Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon di persidangan 

bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa ‘iddah sejumlah 

Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Hakim Tunggal menghukum 

Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa 

iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah); 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;  

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

Amar Putusan 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;   

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)  untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama Badung;  

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: 

a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

b. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta 

rupiah); 

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut’ah dan nafkah iddah 

sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas secara tunai 

kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di 

depan sidang Pengadilan Agama Badung; 
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6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah); 

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang 

disidangkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 13 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A sebagai 

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang 

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem 

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu 

oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara 

elektronik tanpa hadirnya Termohon; 

Hakim Tunggal 

 

Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A. 

Panitera 

 

H. Abdul Hakim, S.H. 

Perincian biaya : 

1. 1 Pendaftaran  Rp. 30.000,00 

2. 2 Proses  Rp. 50.000,00 

3. 3 Panggilan  Rp. 16.000,00 

4.  PNBP Rp. 20.000,00 

5.  Redaksi Rp. 10.000,00 

6.  Meterai Rp. 10.000,00 

 J u m l a h Rp. 136.000,00 

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah) 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18


